Lex Et Societatis Vol. VII/No. 3/Mar/2019

PENGATURAN INDONESIA TENTANG UPAYA
PENGELOLAAN DAN PENGAMANAN PULAU-
PULAU TERLUAR*
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ABSTRAK

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui
bagaimanakah pengaturan pulau-pulau terluar
di Indonesia dan bagaimana kebijakan
pemerintah pusat dalam pengelolaan dan
pengamanan pulau-pulau terluar di Indonesia
dimana dengan metpde penelitian hukum
normatif disimpulkan: 1. Pengelolaan dan
pengamanan pulau-pulau terluar sebagai fungsi
pertahanan bahwa pulau-pulau kecil terluar
(terutama di perbatasan) berperan sebagai
pintu gerbang ataupun garda depan dalam
menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI). Melalui pengawasan dan
perlindungan  pulau-pulau  terluar maka
sekaligus batas-batas wilayah akan terjaga dan
terawasi. Dengan demikian ketahanan nasional
dan kesatuan wilayah NKRI dapat senantiasa
terjaga dan terlindungi dari berbagai ancaman.
2. Pengelolaan dan pengamanan pulau-pulau
terluar sebagai fungsi ekonomi dan konservasi
alam, yaitu banyak terdapat wilayah bisnis
potensial yang berbasis sumber daya (resource-
based industry) yang merupakan habitat dan
ekosistem penting bagi penyediaan barang dan
jasa, termasuk jasa pelayanan pariwisata
maupun situs penelitian kelautan yang ternyata
memiliki potensi yang begitu luas apabila
dikelola dan dikembangkan secara optimal.
Konservasi alam sebagai fungsi mengatur iklim
global, siklus hidrologi dan biogeokimia
penyerap limbah, sumber plasma nutfah,
sumber energi alternatif, dan sistem penunjang
kehidupan lainnya yang merupakan penjabaran
dari sistem fungsi ekologis. Fungsi konservasi ini
merupakan fungsi yang begitu luas karena
menyangkut berbagai sektor dan memiliki
manfaat yang luas, tidak hanya bagi masyarakat
lokal atau nasional, namun juga dapat
dimanfaatkan bagi kepentingan internasional.
Kata kunci: pulau terluar;
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A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara Kepulauan
membawa konsekuensi yuridis, yaitu bahwa
perairan Indonesia akan menjadi suatu wilayah
yang utuh, di mana batas lautnya diukur dari
titik pulau-pulau terluarnya. Pasal 47 Ayat (1)
UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa, suatu
Negara Kepulauan dapat menarik garis dasar
pangkal kepulauan (archipelagic baseline) yang
menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau
dan karang kering terluar kepulauan itu,
dengan ketentuan bahwa didalam garis pangkal
demikian termasuk pulau-pulau utama dan
suatu daerah dimana perbandingan antara
daerah perairan dan daerah daratan, termasuk
atol, adalah antara satu berbanding satu dan
sembilan berbanding satu.?

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah pengaturan pulau-pulau
terluar di Indonesia?
2. Bagaimana kebijakan pemerintah pusat
dalam pengelolaan dan pengamanan
pulau-pulau terluar di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam
menyusun skripsi ini adalah metode penelitian
yuridis normatif atau studi kepustakaan (library
research).

PEMBAHASAN
A. Pengaturan Pulau-Pulau Terluar Indonesia
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007

Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan

Pulau-Pulau Kecil dan Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun

2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil.

Pertimbangan penetapan Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang
diundangkan pada tanggal 17 Juli 2007 adalah
sebagai berikut:

a. Bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil merupakan bagian dari sumber
daya alam vyang dianugerahkan oleh
Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
kekayaan yang dikuasai oleh negara,

? United Nations Convention of The Law of The Sea
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yang perlu dijaga kelestariannya dan
dimanfaatkan untuk  sebesar-besar
kemakmuran rakyat, bagi generasi
sekarang bagi generasi yang akan datang;

b. Bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil memiliki keberagaman potensi
sumber daya alam yang tinggi, dan
sangat penting bagi pengembangan
sosial, budaya, lingkungan, dan
penyangga kedaulatan bangsa, oleh
karena itu perlu di kelola secara
berkelanjutan dan berwawasan global,
dengan memperhatikan aspirasi dan
partisipasi masyarakat, dan tata nilai
bangsa yang berdasarkan norma hukum
nasional;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana di maksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu membentuk undang-
undang tentang pengelolaan wilayah
pesisir dan pulau-pulau kecil.

Ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah  Pesisir dan  Palau-Pulau  Kecil
memberikan pengertian tentang pulau kecil,
yaitu pulau dengan luas lebih kecil atau sama
dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi)
beserta kesatuan ekosistem.

Asas-asas Pengelolaan Wilayah Pesisir dan
Pulau-Pulau Kecil yang tercantum dalam pasal 3
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang
Pengeloalaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau
Kecil adalah:

. Keberlanjutan

. Konsistensi

. Keterpaduan

. Kepastian hukum

. Kemitraan

. Pemerataan

. Peran serta masyarakat

. Keterbukaan
Desentralisasi
Akuntabilitas

. Keadilan.*

Q

AT ocoma o O 0o

2. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun
2010 Tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau
Kecil Terluar
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun

2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil

* Didik Mohamad Sodik, Op.cit. him 228-230.
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Terluar. Sebagai tindak lanjut dari ketentuan
Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007, Pasal 1 ayat 1 peraturan
pemerintah ini, memberikan pengertian Pulau
Kecil, yakni pulau dengan luas lebih kecil atau
sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter
persegi) beserta kesatuan ekosistemnya. Istilah
Pulau-Pulau  Kecil Terluar (PPKT) vyang
tercantum dalam ketentuan ayat 2 diartikan
sebagai “pulau-pulau kecil yang memiliki titik-
titkk dasar  koordinat  geografis yang
menghubungkan garis pangkal laut kepulauan
sesuai dengan hukum internasional dan
nasional.

Dalam ayat 3, terdapat pengertian Kawasan
Strategis Nasional Tertentu (KSNT), vyaitu
“kawasan yang terkait dengan kedaulatan
negara”. Dalam penjelasan Pasal 1 ayat 3
disebutkan bahwa Pulau-Pulau Kecil Terluar
sebagai Kawasan Strategis Nasional Tertentu
(KSNT), selain memiliki potensi sumber daya
alam dan jasa lingkungan yang tinggi, juga
mempunyai peran strategis dalam menjaga
kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia (NKRI). Kawasan ini di satu sisi
menyediakan sumber daya alam yang produktif
seperti terumbu karang, padang lamun
(seagras), hutan mangrove, perikanan dan
kawasan konservasi, namun di sisi lain sangat
penting untuk kepentingan pertahanan dan
keamanan karena berada di beranda depan
NKRI.

Istilah lain  yang perlu memperoleh
perhatian adalah pengertian Pemanfaatan
Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) dalam ayat 4,
yaitu “kegiatan yang berkaitan dengan upaya
memanfaatkan potensi sumber daya PPKT dan
perairan di sekitarnya sampai paling jauh 12
(dua belas) mil laut diukur dari garis pantai
dalam upaya menjaga kedaulatan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4 ayat 1 menyatakan, bahwa
wewenang pemerintah dalam pemanfaatan
PPKT dilakukan oleh pemerintah bersama-sama
dengan pemerintah daerah. Tujuan
pemanfaatan PPKT sebagaimana diatur dalam
ketentuan ayat 2 adalah untuk menjaga
kedaulatan  Negara  Kesatuan  Republik
Indonesia.

Pasal 4 ayat 1 menyatakan, bahwa
pemanfaatan PPKT dilakukan berdasarkan
Rencana Zonasi yang ditetapkan oleh Menteri
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dengan mempertimbangkan masukan
menteri/pimpinan lembaga pemerintah
nonkementrian terkait. Berdasarkan ketentuan
ayat 2, bahwa Rencana Zonasi PPKT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas subzona vyang meliputi pertahanan,
keamanan, kesejahteraan masyarakat,
dan/atau pelestarian lingkungan.

Dalam Pasal 5 ayat 1 ditetapkan, bahwa
pemanfaatan PPKT hanya dapat dilakukan
untuk:

a. Pertahanan dan keamanan

b. Kesejahteraan masyarakat

c. Pelestarian lingkungan.’

Sebagai negara kepulauan, indonesia
telah menerbitkan  pelbagai peraturan
perundang-undangan mengenai pulau-pulau
kecil dan pulau, antara lain Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengeloalaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Peraturan
Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang
Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007
memperlihatkan  semakin  berkembangnya
kebutuhan hukum di masyarakat. Hal ini
ditandai  dengan  diakuinya  kedudukan
masyarakat adat untuk berpartisipasi dalam
penyusunan rencana Zonasi dan pemanfaatan
pulau-pulau dan perairan disekitarnya. Untuk
itulah, semua instansi pemerintah yang terlibat
dalam peneglolaan dan pemanfaatan pulau-
pulau kecil harus meningkatkan kerjasama dan
kordinasinya.®

B. Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam
Pengelolaan dan Pengamanan Pulau-Pulau
Terluar di Indonesia

1. Identifikasi Pulau-Pulau  Terluar di
Indonesia
a) Pulau Sebatik

Pulau sebatik merupakan salah satu
pulau kecil yang berbatasan daratan
dengan Malaysia, vyang wilayahnya
terbagi menjadi 2 (dua) bagian,wilayah
merupakan daerah wilayah Negara

> Didik Mohamad Sodik, Op.cit. him. 238.
® Ibid, him. 239.

Malaysia dan sebagian masuk dalam
wilayah Indonesia. Dalam Buku Rencana
Induk Pengelolaan Perbatasan Negara,
Pulau Sebatik merupakan salah satu
pulau terluar yang menjadi prioritas
utama pembangunan karena berbatasan
langsung dengan negara tetangga. Di
Pulau Sebatik terdapat titik dasar TD.036
dan titik referensi TR.036.

Potensi dan Arahan Pengembangan
Pengembangan yang perlu dilakukan di
Pulau Sebatik antara lain pengembangan
dan pengelolaan sektor unggulan di
Pulau Sebatik, yaitu sektor pertanian dan
perkebunan, serta sektor perikanan
(budidaya dan tangkap), memulai
pengembangan teknologi  budidaya,
pengolahan pasca panen, penyediaan
sarana dan prasarana, pemberdayaan
masyarakat, akses permodalan usaha,
pengembangan mata pencarian
alternatif, dan perluasan akses pasar, dan
pengembangan pariwisata bahari,
memalui  penyediaan sarana dan
infrastrukur serta peningkatan promosi
yang lebih baik; juga peningkatan
penegakan hukum dan pengawasan yang
dilakukan secara kolektif.”

b) Pulau Miangas

Pulau miangas merupakan salah satu
pulau terluar yang ada di Sulawesi Utara
disebut sebagai wilayah khusus karena
posisinya terletak diujung paling utara
dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang berbatasan dengan
Philipina, sehingga pulau tersebut
disebut  sebagai  perbatasan  dan
berfungsi sebagai pos pelintas batas
Indonesia dengan philipina yang dikenal
dengan  sebutan Border  Crossing
Agrement (BCA). Pulau ini mempunyai
Titik Dasar (TD) No.TD.056 dan Pilar
Pendekat No. TR.056. Secara geografis
pulau miangas terletak pada 05° 34'02"
LU dan 126° 34’54” BT. Luas Pulau
Miangas 3,2 Km2. Secara administrasi
merupakan bagian dari Kecamatan
Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaud,
Provinsi Sulawesi Utara. Jarak Pulau

7 Cornelius Tangkere bersama Tim Kerja Mahasiswa
Fakultas Hukum Unsrat. 2018. Pulau-Pulau Terluar Di
Indonesia. Manado: Unsrat Press. him. 37, 44.
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Miangas dengan Manado (lbukota
Provinsi Sulawesi Utara) sekitar 274 mil
laut. Jarak Pulau Miangas dengan
Melonguene (Ibukota Kabupaten
Kepulaun Talaud) + 60 mil laut.
Pulau Miangas dapat dijangkau dengan
kapal angkutan dari pelabuhan Bitung,
Kapal ini melayani trayek Bitung-Siau-
Lirung-Tahuna-Melong-Karatung-
Miangas-Marore, sebanyak dua Kkali
sebulan, lama pelayaran 15 hari.
Alternatif lainnya, dengan pesawat dari
Sam Ratulangi menuju Pulau Miangas.
Potensi dan Arahan Pengembangan
Upaya penting yang harus dilakukan
adalah memberikan perhatian khusus
terhadap kondisi perbatasan, dalam
mengatasi, mengawasi, mengendalikan
eksistensi Pulau Miangas sebagai bagian
NKRI. Pulau Miangas memegang peranan
penting dalam menjaga keutuhan NKRI,
pertahanan dan keamanan, karenanya
kondisi, eksistensi, kesejahteraan
masyarakat dan pembangunan
infrasrukturnya sangat perlu diperhatikan
dan ditingkatkan guna mencegah
keterisolasian dan  keterbelakangan.
Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan
untuk pengembangan pulau ini yaitu:
- Pembinaan Sumber Daya Manusia
- Pemberdayaan dan pelibatan
masyarakat dalam  pemanfaatan
sumber daya alam dan pertahanan
keamanan, serta pembinaan Ideologi

Politik Ekonomi  Sosial Budaya
Pertahanan dan Keamanan
(IPOLEKSOSBUDHANKAM).2

Pulau Liki

Pulau Liki merupakan salah satu dari 6
pulau terluar yang di miliki oleh Provinsi
Papua. Pulau ini merupakan bagian dari
Kepulauan Kumamba yang terdiri dari 3
pulau, yaitu Pulau Liki, Pulau Kosong dan
Pulau Armo. Pulau yang masuk ke dalam
wilayah kabupaten sarmi ini, berada di
sebelah barat Kabupaten Jayapura.
Kabupaten Sarmi terdiri dari delapan
distrik yaitu, Mamberano Hilir,
Mamberano Tengah, Mamberano Hulu,
Pantai Barat, Sarmi, Tor Atas, Pantai

& Ibid., him. 102-104.
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d)

Timur dan Bongo. Pulau Liki merupakan
batas bagian atas Kabupaten Sarmi dan
berada di Samudra Pasifik. Jarak pulau
tersebut dengan daratan Sarmi adalah
sekitar 40 mil.

Pulau Liki adalah pulau berpenghuni dan
merupakan hak ulayat dari warga
Weirau, Esries, Morsau, Kimam dan
Theno. Pulau Liki di huni oleh suku
Sobey, salah satu dari 5 suku utama di
Kabupaten Sarmi. Pulau Liki memiliki Titik
Dasar (TD) 079 Titik Referensi (TR) 079
dengan luas + 6 km? (Dishidros, 2003).
Potensi dan Arahan Pengembangan
Pengembangan Pulau Liki sebagai daerah
tujuan  wisata  diarahkan  kepada
pengembangan wisata bahari. Hal ini
ditunjang dengan keindahan bentangan
alam pantai dan alam bawah laut yang di
miliki oleh Pulau Liki. Untuk itu perlu di
sebarkan informasi berkenaan dengan
potensi ini oleh Pemerintah Daerah
setempat. Dengan promosi yang tepat
maka hal ini bukan tidak mungkin untuk
dijalankan. Sehubungan dengan itu,
persiapan sarana dan prasarana juga
perlu dikembangkan untuk mendukung
program wisata bahari, diantaranya
pembangunan fasilitas jalan, dermaga,
sarana air bersih, listrik, akomodasi dan
sarana transportasi.’

Pulau Ngekel

Pulau sekel atau setelah verifikasi
Toponim Pulau bernama Pulau Ngekel
adalah salah satu pulau terluar yang
terletak di Samudra Hindia dan
berbatasan langsung dengan Negara
Australia. Pulau ini tidak berpenghuni
karena berupa batu karang yang terus-
menerus diterjang ombak.

Pulau Sekel berada di wilayah
administrasi Desa Prigi, Kecamatan
Watulimo Kabupaten Trenggalek. Pulau
Sekel adalah suatu pulau karang dengan
luas kurang lebih 300 m2 dengan posisi
08° 24’24”LS 111° 42’'31” BT. Pulau ini
memiliki titik dasar (TD) 139 dan titik
referensi (TR) 139. Pengukuran pulau ini
menggunakan garis pangkal lurus
kepulauan.

® Ibid., him. 156, 160.
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Pulau Sekel dapat dicapai dengan rute
yang sama dengan rute untuk menuju
Pulau Panehan, karena  sebelum
mencapai Pulau Panehan kita akan
menjumpai Pulau Sekel terlebih dahulu.
Rute yang ditempuh vyaitu dari Kota
Trenggalek menuju PPN Prigi di Desa
Prigi, Kecamatan Watulimo dengan
waktu tempuh kurang lebih 2 % jam.
Pada rute ini banyak tersedia angkutan
umum. Dari PPN Prigi dilanjutkan dengan
menyewa perahu nelayan menuju Pulau
Sekel. Perjalanan ini dicapai dengan
waktu tembuh kurang lebih 1 % jam
dengan kecepatan perahu 5 knot.
Disarankan agar tiba di Pulau Sekel pada
siang hari, karena pada pagi hari sering
terhalang oleh kabut.
Potensi dan Arahan Pengembangan
Pada Pulau Sekel tidak ditemukan habitat
darat, selain itu kondisi pulau berupa
batuan karang. Perairan sekitar Pulau
Sekel masih bersih sehingga merupakan
kawasan yang cukup potensial untuk
pengembangan usaha perikanan. Perlu
dibangun kembali TR-139 yang
keberadaannya sudah tidak tampak lagi
serta perlu dibangunnya suar navigasi
yang berfungsi sebagai pertanda bahwa
pulau ini merupakan wilayah kedaulatan
NKRI serta sebagai rambu keselamatan
pelayaran. Disarankan agar kunjungan
aparat pemerintah atau patrol di wilayah
ini lebih intensif, serta pengawasan oleh
pemerintah pusat terhadap pengelolaan
wilayah ini lebih diperketat.™

e) Pulau Simeulue Cut
Pulau Simeulue Cut memiliki titik dasar
TD. 170 dan titik referensi TR.170. Pulau
ini memiliki panorama alam yang indah
dengan hampasan pasir putih yang halus
dan vegetasi kelapa yang tumbuh
memenuhi  pulau. Pulau ini tidak
berpenghuni hanya dijadikan tempat
singgah oleh nelayan disekitarnya. Pulau
Simeulue Cut terletak di desa Kampung
Air, Kecamatan Simeulue Tengah,
Kabupaten Simeulue, Provinsi Nangroe
Aceh Darusalam. Secara geografis pulau
ini memiliki koordinat pada 02° 31’47” LU

9 1pid., him. 282-284.

dan 95° 55'05” BT. Pulau ini terletak di

Samudera Hindia dan berbatasan dengan

negara India. Pulau Simeulue Cut dapat

di tempuh dari Banda Aceh dengan

pesawat ke kota Sinabang vyang

merupakan ibukota Simeulue,
dilanjutkan dengan kendaraan roda
empat menuju desa latakayah.

Perjalanan kemudian dilanutkan dengan

menyewa perahu motor menuju pulau

tersebut.

Potensi dan Arahan Pengembangan

Beberapa hal yang harus dilakukan dalam

upaya menjaga dan mengelola Pulau

Simeulue Cut antara lain:

a. Rekonstruksi dan pemeliharaan titik
dasar dan titik referansi

b. Peningkatan pengawasan oleh aparat
pemerintah untuk menjaga
kedaulatan pulau

c. Perlu pemeliharaan sarana bantu
navigasi pelayaran (SBNP),

d. Perlu dibangun pelindung pantai dari
ancaman abrasi seperti menanam
Mangrove mendirikan  bangunan
pemecah ombak mengingat pulau ini
rawan abrasi."*

Demikian penjelasan gambaran umum
mengenai identifikasi beberapa pulau-pulau
terluar di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).

2. Dampak Terhadap Wilayah Perbatasan
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Kekayaan sumber daya alam vyang

terbentang dari ujung perbatasan wilayah

teritorial Indonesia dari Sabang sampai

Marauke belum di manfaatkan secara optimal

oleh pemerintah. Masih banyak pulau-pulau

yang belum terurus, bahkan masih ada yang

belum disebut atau diberi nama. Terdapat 92

pulau terluar yang tersebar di wilayah NKRI

dengan luas masing-masing pulau rata-rata

0,02 hingga 200 kilometer persegi. Hanya 50%

dari pulau terluar tersebut yang berpenghuni.

Enam puluh tujuh dari 92 pulau dari 92 pulau

terluar tersebut berbatasan langsung dengan

negara-negara tetangga seperti India, Thailand,

Malaysia, Singapura, Vietnem, Philipina, Palau,

Y 1bid., him. 338, 341.
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Papua New Guinea, Australia, dan Timor
Leste."

Isu-isu yang sering dihadapi pada wilayah
perbatasan yaitu pergeseran/hilangnya patok
wilayah teritorial masing-masing negara dengan
negara tetangga. Hal ini memungkinkan adanya
dampak terjadinya konflik-konflik perbatasan
yang akhirnya dapat menyebabkan
pengklaiman atas wilayah tersebut. Selain itu,
mengenai kekayaan sumber daya alam yang
ternyata belum mampu dimanfaatkan secara
adil, optimal, dan berkelanjutan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat terutama
mereka yang menetap di kawasan perbatasan.

Dilihat dari aspek infrastruktur, sebagian
besar wilayah perbatasan ternyata belum
memiliki sarana dan prasarana wilayah yang
memadai, sehingga mengakibatkan
keterisolasian wilayah dan tidak
berkembangnya kegiatan ekonomi dan potensi
terjadinya disintegrasi. Merujuk pada Peraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2005 mengenai
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJM-Nasional 2004-2009) telah
menetapkan arah dan pengembangan wilayah
perbatasan negara sebagai salah satu program
prioritas pembangunan nasional.
Pemngembangan wilayah perbatasan memiliki
keterkaitan  yang erat  dengan misi
pembangunan nasional, terutama untuk
menjamin keutuhan dan kedaulatan wilayah,
pertahanan keamanan nasional, serta
meningkatkan kesejahteraan rakyat di wilayah
perbatasan.”

Perbatasan langsung antara pulau-pulau
terluar Indonesia dengan negara-negara
tetangga memiliki potensi yang besar akan
timbulnya overlapping claim. Overlapping Claim
wilayah maritim biasanya terjadi di wilayah laut
suatu negara yang berdampingan, dimana
penyelesaian dari hal tersebut dapat dilakukan
dengan negosiasi atau diplomasi.**

1 Bambang Susanto, Kajian Yuridis Permasalahan Batas
Maritim Wilayah Laut Republik Indonesia (Suatu
Pandangan TNI AL Bagi Pengamanan Batas Wilayah Laut
RI), Indonesia Journal of International Law.

13 http:/www.bakosurtanal.go.id/berita-
surat/show/perbatasan-negara-perlu-ditangani-secara-
intensif-dan-terpadu. Diakses Pada Tanggal 26 Januari
2019, Pukul 13.58 WITA.

% Hikmahanto Juwana, 2009. Mencermati Hubungan
Indonesia-Malaysia.
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Overlapping Claim tentu saja membuat
keamanan nasional serta kedaulatan suatu
negara terancam. Hal ini akan berujung
terhadap sengketa perbatasan antara Indonesia
dengan negara-negara yang berbatasan
langsung dengannya. Indonesia sebagai negara
berdaulat harus mampu untuk menjaga dan
mempertahankan keutuhan wilayahnya.
Sengketa merupakan pertentangan antara dua
belah pihak atau lebih yang berawal dari
persepsi yang berbeda tentang suatu
kepentingan atau hak milik yang dapat
menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.®

3. Solusi Pemerintah Mengenai Dampak
Terhadap Wilayah Perbatasan Negara
Kesatuan Republik Indonesia
Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan

untuk membentuk peraturan Perundang-

Undangan yang tertuang di dalam Keputusan

Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil

Terluar. Dengan adanya Keputusan Presiden

mengenai penetapan pulau-pulau kecil terluar

maka secara otomatis Peraturan Presiden

Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Pulau-Pulau Kecil Terluar dinyatakan sudah

tidak berlaku lagi.'®

Disamping itu juga Pemerintah mengambil
upaya secara geopolitik dan geostrategi dalam
melindungi wilayah perbatasan.

Upaya pertama yaitu peningkatan kekuatan
Angkatan Laut Indonesia. Posisi Indonesia
sebagai negara maritim haruslah tegas
menetapkan posisi wilayahnya meliputi ruang
dimana negara berdaulat penuh dalam
pengelolaan sumber daya alam dan,
mengeksploitasi potensi daerah tersebut.
Dalam hal demikian, negara perlu mencapainya
baik melalui kerjasama politik, ekonomi, dan
pertahanan. Dari aspek ekonomi, laut Indonesia
menyimpan Sumber Daya Alam yang melimpah
sehingga secara geopolitik dan geostrategi
sektor kelautan negeri ini menjadi elemen
penting mencakup di bidang pertahanan.

Upaya kedua yaitu pembangunan wilayah
perbatasan Indonesia. Wilayah perbatasan
menjadi isu penting yang mendapat perhatian
dari pelbagai pihak, karena arti nilai ekonomi,

15 .

Kamus Besar Bahasa Indonesia.
16 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun
2017 Tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar.
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geopolitik, dan pertahanan keamanan, serta
memiliki posisi strategis sebagai pagar dan
“beranda depan” wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Upaya yang dilakukan Kementrian Tenaga
Kerja dan Transmigrasi yaitu akan membangun
12 Kota transmigrasi di wilayah perbatasan dan
pulau-pulau  terluar Indonesia dimana
pembangunan 12 Kota Terpadu Mandiri (KTM)
di kawasan transmigrasi ini dimaksudkan untuk
memberdayakan potensi sumber daya alam
bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan
pendapatan asli daerah, dan penyerapan
tenaga kerja.

Pembangunan kawasan transmigrasi
tersebut bertujuan sebagai pengamanan
negara untuk menegakkan kedaulatan bangsa
dan negara Indonesia, sehingga tidak diincar
dan diklaim oleh negara lain. Pembangunan
infrastruktur dasar disertai pemberdayaan
masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan
mampu mengusung potensi daerah sehingga
kemudian  berkembang  menjadi  pusat
perekonomian  baru, pusat administrasi
pemerintahan dan memacu percepatan
pembangunan daerah secara keseluruhan."

PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dan pengamanan pulau-
pulau terluar sebagai fungsi pertahanan
bahwa  pulau-pulau  kecil  terluar
(terutama di perbatasan) berperan
sebagai pintu gerbang ataupun garda
depan dalam menjaga keutuhan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Melalui pengawasan dan perlindungan
pulau-pulau terluar maka sekaligus
batas-batas wilayah akan terjaga dan
terawasi. Dengan demikian ketahanan
nasional dan kesatuan wilayah NKRI
dapat senantiasa terjaga dan terlindungi
dari berbagai ancaman.

2. Pengelolaan dan pengamanan pulau-
pulau terluar sebagai fungsi ekonomi dan
konservasi alam, yaitu banyak terdapat
wilayah bisnis potensial yang berbasis

17 . . .
F Kurniawan, Diskses dari

www.academia.edu/5306057/Paper_KEBIJAKAN_PEMERI
NTAH_INDONESIA_DALAM_MENGOPTIMALISASI_PULAU_
PULAU_TERLUR, Tanggal 26-Januari-2019. Pukul 17.09
WITA.

sumber daya (resource-based industry)
yang merupakan habitat dan ekosistem
penting bagi penyediaan barang dan jasa,
termasuk jasa pelayanan pariwisata
maupun situs penelitian kelautan yang
ternyata memiliki potensi yang begitu
luas apabila dikelola dan dikembangkan
secara optimal. Konservasi alam sebagai
fungsi mengatur iklim global, siklus
hidrologi dan biogeokimia penyerap
limbah, sumber plasma nutfah, sumber
energi alternatif, dan sistem penunjang
kehidupan lainnya yang merupakan
penjabaran dari sistem fungsi ekologis.
Fungsi konservasi ini merupakan fungsi
yang begitu luas karena menyangkut
berbagai sektor dan memiliki manfaat
yang luas, tidak hanya bagi masyarakat
lokal atau nasional, namun juga dapat
dimanfaatkan bagi kepentingan
internasional.

B. Saran

1. Perlu adanya pengawasan terhadap
penataan dan penguatan kelembagaan
pemerintah pusat maupun pemerintah
daerah sehingga mampu menghasilkan
kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.

2. Perlu adanya perwujudan penyusunan
format kerja terpadu dan komprehensif
antara pemerintah pusat bersama
pemerintah  daerah  dengan fokus
peningkatan kesejahteraan masyarakat
dari aspek sosial, ekonomi, budaya,
kelembagaan, serta melakukan
pengembangan dan penataan sarana dan
prasarana dengan memperhatikan daya
dukung lingkungan, transportasi,
komunikasi, sumber air bersih, dan
infrastruktur yang mendukung.
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